
Pendahuluan 

Suatu konflik bersenjata (perang) 

dapat terjadi dalam kurun waktu 

yang lama, jika tidak tercapai perda-

maian antara para pihak yang berti-

kai. Jean Pictet mengatakan seba- 

gaimana dikutip Mochtar Kusuma 

Atmadja bahwa suatu kenyataan 

yang menyedihkan selama 3400 

tahun sejarah tertulis, umat manusia 

hanya mengenal 250 tahun perda-

maian. Perang hanya salah satu 

bentuk perwujudan dari naluri untuk 

mempertahankan diri, yang berlaku 

baik dalam pergaulan antar manusia, 

maupun dalam pergaulan antar 

bangsa. Perang merupakan salah satu 

hal yang sama tuanya dengan sejarah 

umat manusia. (Jean Pictet, 1962: 

295). Hal ini berarti bahwa konflik 

bersenjata (perang) telah ada dan 

terjadi ribuan tahun yang lalu walau-

pun berbeda situasi dan derajat kon- 

fliknya dengan konflik bersenjata 

(perang) pada masa modern seperti 

sekarang.

Salah satu konflik yang terjadi 

dalam sejarah modern peradaban 

manusia adalah konflik Israel-Pales-

tina. (Hermawati, 2005: 105) Dalam 

catatan sejarah peradaban manusia, 

konflik Israel-Palestina merupakan 

salah satu konflik terpanjang di 

dunia, karena sampai saat inipun 

masih terjadi. Sejarah juga mencatat 

salah satu konflik terpanjang adalah 

Perang Selama Tiga Puluh Tahun di 

Eropa yang berakhir dengan perjanji-

an perdamaian Westphalia 1648. 

(Rudy, 2002: 43).

Berkenaan dengan konflik 

Israel-Palestina, pada dasarnya 

adalah bagian dari konflik Arab-Isra-

el pada umumnya. Israel pernah terli-

bat konflik dengan Mesir, Yordania, 

dan Syria. Secara fakta yang berlan-

jut dan masih berlangsung adalah 

konflik antara Israel-Palestina sam- 

pai saat ini. Konflik Israel-Palestina 

mulai terjadi tidak lama setelah 

Perang Dunia II usai tahun 1945. 

Saat itu Pemerintah Inggris bersa-

ma delegasi Palestina mengadakan 

Kongres di London dari bulan 

September 1946 sampai bulan 

Februari 1947. Kongres tersebut 

tidak menghasilkan keputusan 

apa-apa tentang Palestina. Pemerin-

tah Inggris akhirnya menyerah dan 

melimpahkan masalah Palestina ke 

PBB.  (Rahman, 2002:  xxxi-xxxii) 

Atas dasar itulah, PBB melalui 

sidang Majelis Umum mengeluarkan 

Resolusi No. 181 yang membagi dua 

tanah Palestina untuk Yahudi dan 

Arab (Palestina), namun resolusi 

tersebut di nilai lebih menguntung-

kan pihak Israel (Yahudi).

Konflik Israel-Palestina, telah 

menimbulkan berbagai peristiwa dan 

telah banyak korban akibat konflik 

tersebut. Terdapat banyak upaya 

perdamaian dan perjanjian terus 

dilakukan berbagai pihak untuk me- 

rintis dan mencapai kesepakatan 

perdamaian, akan tetapi konflik tetap 

terus terjadi. Adapun peristiwa yang 

terjadi sebagai bagian dari konflik 

Israel-Palestina adalah terjadinya 

blokade atas Gaza pada bulan Juli 

tahun 2007 oleh Israel. Dengan 

adanya tindakan blokade oleh Israel 

menyulitkan pergerakan orang 

maupun barang di Gaza bahkan 

menyebabkan penderitaan di Gaza. 

Adapun pengertian blokade adalah 

”pengepungan (penutupan) suatu 

daerah (negara) sehingga orang, 

barang, kapal, dan sebagainya tidak 

dapat keluar masuk dengan bebas”. 

(Pusat Bahasa Depdikbud, 1990: 

122)

Pemblokadean atas Jalur Gaza 

oleh Israel tidak terlepas dari faktor 

pertahanan dan keamanan Israel 

yang merasa terancam dengan 

keberadaan Hamas. (Bachtiar, 2009: 

97) yang menguasai Jalur Gaza sejak 

14 Juni 2007 setelah memenangi 

pertempuran dengan faksi Fatah. 

(Ibid,:85). Hamas merupakan kelom-

pok bangsa Palestina yang tidak mau 

berunding dengan Israel, sedangkan 

Fatah merupakan kelompok bangsa 

Palestina yang bersedia berunding 

dengan Israel, dengan kata lain 

Hamas berhaluan keras dan Fatah 

berhaluan moderat.

Permasalahan

Sejak dikuasainya Jalur Gaza 

oleh pihak Hamas, tidak lama setelah 

itu pihak Israel melakukan blokade 

terhadap Jalur Gaza dengan tujuan 

untuk melemahkan posisi Hamas 

yang sering menembakkan roket ke 

wilayah Israel. Tindakan blokade 

Israel atas Gaza banyak mendapat 

kecaman berbagai pihak masyarakat 

internasional, tindakan tersebut 

dinilai telah menyengsarakan warga 

(rakyat) di Jalur Gaza. Selain itu 

tindakan blokade Israel atas Gaza 

merupakan tindakan sepihak dan 

semena-mena terhadap suatu komu-

nitas secara kolektif. Blokade Israel 

atas Gaza walaupun banyak 

mendapat kecaman, protes dari ma- 

syarakat internasional tetap saja 

blokade itu terjadi secara terus-me-

nerus bahkan Israel meningkatkan 

pengetatan tindakan blokadenya 

bukan malah melakukan pelongga-

ran blokade di Gaza. Dengan adanya 

blokade Israel atas Gaza telah 

menimbulkan konflik bersenjata 

(perang) baru di Timur Tengah yang 

menuntut pemberlakuan Hukum 

Humaniter Internasional (HHI).

Berdasarkan hal itulah, penulis 

tertarik untuk membahasnya berke-

naan dengan tindakan blokade Israel 

atas Gaza dari perspektif hukum 

internasional khususnya Hukum 

Humaniter Internasional (HHI).

Pembahasan 

Tindakan Blokade Israel Atas 
Gaza

Dari berbagai definisi hukum 

humaniter dibedakan hukum hu- 

maniter dalam arti sempit dan luas 

yang meliputi Konvensi Jenewa 

(dalam arti sempit), Hukum Perang 

dan HAM (dalam arti luas) berarti 

termasuk Hukum Den Haag, Hukum 

Jenewa bahkan termasuk aturan yang 

tidak tertulis sekalipun. Pendapat 

selanjutnya mengenai hukum 

humaniter, Haryomataram (1994: 1) 

membagi hukum humaniter menjadi 

dua aturan-aturan pokok, yaitu: a) 

Hukum yang mengatur mengenai 

cara dan alat yang boleh dipakai 

untuk berperang (Hukum Den Haag/ 

The Hague Laws); b) Hukum yang 

mengatur mengenai perlindungan 

terhadap kombatan dan penduduk 

sipil dari akibat perang (Hukum 

Jenewa/The Geneva Laws).

Sementara itu Starke mengatakan 

sebagai berikut : ”As will appear 

post, the appellation ”laws of war” 

has been replaced by that of ”inter-

national humanitarian law” (Haryo-

mataram, 2005: 22). Starke me- 

ngidentikkan law of war dengan 

international humanitarian law. 

Starke memberikan definisi law of 

war sebagai berikut : “ The laws of 

war consist of the limit set by inter-

national law within with the force 

required to overpower the enemy 

may be used, and the principles 

thereunder governing the treatment 

of individual in the course of war and 

armed conflict. (Ibid).

Berdasarkan pengertian tersebut 

maka ruang lingkup hukum hu- 

maniter dapat dikelompokkan dalam 

tiga kelompok, yaitu aliran luas, 

aliran tengah, dan aliran sempit. Jean 

Pictet misalnya, menganut penger-

tian hukum humaniter dalam arti 

pengertian yang luas, yaitu bahwa 

hukum humaniter mencakup baik 

Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, 

dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya 

Geza Herzegh menganut aliran 

sempit, menurutnya hukum huma- 

niter hanya menyangkut Hukum 

Jenewa. Sedangkan Starke dan Hary-

omataram menganut aliran tengah 

yang menyatakan bahwa hukum 

humaniter terdiri atas Hukum 

Jenewa dan Hukum Den Haag. 

(Haryomataram, 1994: 15-25).

Hukum humaniter penerapannya 

berlaku pada masa konflik bersenjata 

(perang) dimana terdapat dua pihak 

atau lebih yang saling berhadapan 

dengan menggunakan kekuatan 

senjata. Kehadiran Hukum Huma- 

niter Internasional (HHI) menjadi 

sangat penting, karena suatu konflik 

bersenjata (perang) selalu menimbul-

kan persoalan kemanusiaan dan 

mencegah tindakan yang berlebihan 

dari pihak yang bertikai satu dengan 

yang lainnya, konflik bersenjata 

(perang) tidak berarti membolehkan 

bertindak sewenang-wenang. Hal ini 

berarti bahwa dalam situasi konflik 

bersenjata (perang) pun hukum tetap 

dibutuhkan dan berlaku, tidak lantas 

hukum menjadi hilang pada situasi 

konflik bersenjata (perang). Atas 

dasar itulah, hukum humaniter juga 

mempunyai prinsip-prinsip.Dalam 

suatu kaidah hukum terdapat prin-

sip-prinsip yang melandasinya ter- 

masuk juga hukum humaniter yang 

merupakan sebagai bagian dari 

hukum internasional publik. Dalam 

hukum humaniter dikenal juga prin-

sip-prinsip utama, yaitu :

1.  Prinsip Kepentingan Militer (Mi- 

litary Necessity Principle)

2. Prinsip Kemanusiaan (Humanity 

Principle)

3.  Prinsip Kesatriaan (Chivalry 

Principle)

4. Prinsip Pembedaan (Distinction 

Principle)

5. Prohibition of causing unneces-

sary suffering (prinsip tentang 

larangan menyebabkan penderita-

an yang tidak seharusnya)

6. Pemisahan antara ius ad bellum 

dengan ius in bello

7. Ketentuan Minimal Hukum 

Humaniter Internasional (HHI)

Penjelasan secara rinci mengenai 

prinsip-prinsip hukum humaniter 

tersebut, akan dijelaskan di bawah 

ini.

1. Prinsip Kepentingan Militer 
(Military Necessity Principle)

Berdasarkan prinsip ini maka 

pihak yang bersengketa dibenarkan 

menggunakan kekerasan untuk 

menundukkan lawan demi tercapai- 

nya tujuan dan keberhasilan perang. 

Dalam prakteknya, untuk menerap-

kan prinsip kepentingan militer 

dalam rangka penggunaan kekerasan 

terhadap pihak lawan, suatu sera- 

ngan harus memperhatikan prin-

sip-prinsip berikut :

a. Prinsip proporsionalitas (propor-

tionality principle), yaitu: “prin-

sip yang diterapkan untuk mem-

batasi kerusakan yang disebabkan 

oleh operasi militer dengan men- 

syaratkan bahwa akibat dari 

sarana dan metoda berperang 

yang digunakan tidak boleh tidak 

proporsional (harus proporsional) 

dengan keuntungan militer yang 

diharapkan.” (Verri, 1992: 90). 

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 

35 (2) Protokol Tambahan I : “It 

is prohibited to employ weapons, 

projectiles and material and 

methods of warfare of a nature to 

cause superfluous injury or 

unnecessary suffering”.

b. Prinsip pembatasan (limitation 

principle), yaitu prinsip yang 

membatasi penggunaan alat-alat 

dan cara-cara berperang yang 

dapat menimbulkan akibat yang 

luar biasa kepada pihak musuh.

Selanjutnya di dalam Protokol 

Tambahan I / 1977 Pasal 52.2, 

disyaratkan untuk menjadikan suatu 

obyek sipil menjadi sasaran militer 

harus mencakup dua hal, yaitu 

sebagai berikut : a) Obyek tersebut 

telah memberikan kontribusi efektif 

bagi tindakan militer pihak musuh; 

b) Tindakan penghancuran atau 

penangkapan atau perlucutan terha-

dap obyek tersebut memang akan 

memberikan suatu keuntungan 

militer yang seharusnya bagi pihak 

yang akan melakukan tindakan. 

Mengenai tindakan yang disebut 

di atas hanya boleh dilaksanakan 

terhadap obyek atau sasaran tersebut 

sebagai tindakan militer apabila : a) 

Tujuan politis dari kemenangan 

hanya bisa dicapai melalui tindakan 

keras tersebut dengan mengarahkan-

nya terhadap sasaran militer; b) Dua 

kriteria di atas, mengenai kontribusi 

efektif dan perlunya tindakan keras 

tersebut memang terpenuhi dalam 

hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip necessi-

ty, terdapat ketentuan sebagai berikut 

: ”Apabila dimungkinkan pilihan 

antara beberapa sasaran militer untuk 

memperoleh keuntungan militer 

yang sama, maka sasaran yang akan 

dipilih adalah sasaran yang apabila 

diserang dapat diharapkan mengaki-

batkan bahaya yang paling kecil bagi 

nyawa orang-orang sipil dan 

objek-objek sipil”. (Protokol Tamba-

han I/1977, Pasal 57.3).

2. Prinsip Kemanusiaan (Humani-
ty Principle)

Berdasarkan prinsip ini maka 

pihak yang bersengketa diharuskan 

untuk memperhatikan perikemanu-

siaan, dimana mereka dilarang untuk 

menggunakan kekerasan yang dapat 

menimbulkan luka yang berlebihan 

atau penderitaan yang tidak perlu. 

Oleh karena itu prinsip ini sering 

juga disebut dengan “unnecessary 

suffering principle”. Berkaitan 

dengan prinsip kemanusiaan, Pictet 

dalam Permanasari dkk (1999: 51)  

menginterpretasikan arti kemanu-

siaan sebagai berikut : 
“ … penangkapan lebih diuta-

makan daripada melukai musuh, dan 
melukai musuh adalah lebih baik 
daripada membunuhnya ; bahwa non 
kombatan harus dijauhkan sedapat 
mungkin dari arena pertempuran ; 
bahwa korban-korban yang luka 
harus diusahakan seminimal mung- 
kin, sehingga mereka dapat dirawat 
dan diobati ; bahwa luka-luka yang 
terjadi harus diusahakan seringan- 
ringannya menimbulkan rasa sakit”.

Prinsip kemanusiaan memberikan 

makna yang luas untuk menegakkan 

kemanusian itu sendiri tanpa 

memandang apapun. Penegasan ini 

dikemukakan  Mahkamah Internasi-

onal (ICJ) PBB yang menafsirkan 

prinsip kemanusiaan sebagai : 

“ketentuan untuk memberikan bantu-

an tanpa diskriminasi kepada orang 

yang terluka di medan perang, 

berupaya dengan kapasitas internasi-

onal dan nasional untuk mengurangi 

penderitaan manusia dimanapun 

ditemukan. Prinsip ini bertujuan 

untuk melindungi dan menjamin 

penghormatan terhadap manusia. 

Prinsip ini dimaksudkan untuk mele-

paskan penderitaan, memberikan 

prioritas kepada kasus-kasus ke- 

adaan susah yang mendesak”. (Rus-

man, 2010: 42).

3. Prinsip Kesatriaan (Chivalry 
Principle)

Prinsip ini mengandung arti 

bahwa di dalam perang, kejujuran 

harus diutamakan. Penggunaan 

alat-alat yang tidak terhormat, ber- 

bagai macam tipu muslihat dan 

cara-cara yang bersifat khianat 

dilarang. Dalam penerapannya, 

ketiga prinsip tersebut (prinsip 

kepentingan militer, kemanusiaan 

dan kesatriaan) dilaksanakan secara 

seimbang, sebagaimana dikatakan 

oleh Kunz. : “Law of war, to be 

accepted and to be applied in 

practice, must strike the correct 

balance between, on the one hand 

the principle of humanity and chival-

ry, and on the other hand, military 

interest”. (Haryomataram, 1994: 

34).

4.  Prinsip Pembedaan (Distinction 
Principle)

Prinsip pembedaan (distinction 

principle) merupakan suatu yang 

membedakan atau membagi pen- 

duduk dari suatu negara yang sedang 

berperang, atau sedang terlibat 

dalam konflik bersenjata, ke dalam 

dua golongan yakni Kombatan 

(Combatan) dan penduduk sipil 

(Civilian). Kombatan adalah golon-

gan penduduk yang secara aktif turut 

serta dalam permusuhan (hostilities), 

sedangkan penduduk sipil adalah 

golongan penduduk yang tidak turut 

serta dalam permusuhan. (Haryo-

mataram, 1984: 63).

Perlunya pembedaan demikian 

adalah untuk mengetahui mereka 

yang boleh turut serta dalam permu-

suhan, sehingga boleh dijadikan 

sasaran atau objek kekerasan, dan 

mereka yang tidak boleh turut serta 

dalam permusuhan sehingga tidak 

boleh dijadikan sasaran atau objek 

kekerasan. (Ibid). Ini sangat penting 

ditekankan karena perang, sejak 

mulai dikenal sesungguhnya berlaku 

bagi anggota angkatan bersenjata 

dari negara-negara yang bermusu-

han. Adapun penduduk sipil yang 

tidak turut serta dalam permusuhan 

itu, harus dilindungi dari tinda-

kan-tindakan peperangan itu (Per-

manasari dkk, 1999: 74).

Menurut Pictet (1985: 72), prinsip 

pembedaan ini berasal dari prinsip 

umum yang dinamakan prinsip pem-

batasan ratione personae yang me- 

nyatakan, “the civilian population 

and individual civilians shall enjoy 

general protection against clanger 

arising from military operation”.

5. Prohibition of causing unneces-
sary suffering (prinsip tentang 
larangan menyebabkan pen-
deritaan yang tidak seharusn-
ya)

Dalam perjanjian-perjanjian in- 

ternasional dan kodifikasi hukum 

kebiasaan internasional, prinsip ini 

diformulasikan sebagai berikut : a) 

Dalam setiap konflik bersenjata, hak 

dari para pihak yang berkonflik 

untuk memilih metode atau alat 

peperangan adalah tidak terbatas.; b) 

Dilarang menggunakan senjata, baik 

proyektil dan materiil, serta metode 

peperangan yang sifatnya menyebab-

kan luka yang berlebihan atau 

penderitaan yang tidak seharusnya;c)  

Dilarang menggunakan metode atau 

cara peperangan tertentu atau yang 

bisa diharapkan untuk merusak 

lingkungan yang meluas, berjangka 

panjang dan parah(Rusman, 2010: 

47)

6.  Pemisahan antara ius ad bellum 
dengan ius in bello

Pemberlakuan HHI sebagai ius in 

bello (hukum yang berlaku untuk 

situasi sengketa bersenjata) tidak 

dipengaruhi oleh ius ad bellum 

(hukum tentang keabsahan tindakan 

perang). Dengan kata lain, HHI 

mengikat para pihak yang ber- 

sengketa tanpa melihat alasan dan 

keputusan atau tindakan perang 

tersebut. 

Contoh tentang pemisahan ius ad 

bellum dengan ius in bello dapat 

dilihat dalam Keputusan Prosecutor 

of the International Crime Tribunal 

for Yugoslavia (ICTY) tanggal 14 

Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 

Statuta ICTY. Keputusan tersebut 

adalah tentang pembentukan suatu 

komite yang diberi mandat untuk 

memberikan advis kepada Prosecu-

tor mengenai apakah ada dasar yang 

cukup untuk melakukan investigasi 

atas dugaan adanya pelanggaran HHI 

dalam serangan udara yang dilaku-

kan NATO di Yugoslavia. Terlepas 

dari isi laporan komite tersebut, 

(International Review of The Red 

Cross, Volume 82, December, 

2000:1017-1027). Keputusan Prose-

cutor tersebut menunjukkan penga-

kuan tentang prinsip pemisahan 

antara ius ad bellum dengan ius in 

bello. Dalam hal ini terlihat bahwa 

walaupun penggunaan kekerasan 

oleh NATO mungkin dibenarkan 

berdasarkan Bab VII Piagam PBB, 

tetapi tidak berarti bahwa HHI men-

jadi tidak berlaku.

Dalam kasus yang berbeda, 

Keputusan ICJ pada tahun 1986 

dalam kasus Nikaragua versus Ame- 

rika Serikat juga memperlihatkan 

prinsip pemisahan antara ius ad 

bellum dengan ius in bello. Dalam 

keputusan tersebut, walaupun Ame- 

rika Serikat telah dinyatakan 

melakukan pelanggaran prinsip non 

intervensi terhadap Nikaragua, 

namun Amerika Serikat dianggap 

tidak terlibat dalam pelanggaran 

hukum humaniter yang dilakukan 

oleh CONTRAS(Sassoli dan Bou-

vier::903-912).

7. Ketentuan minimal Hukum 
Humaniter Internasional (HHI)

Dalam suatu konflik bersenjata 

menuntut adanya penerapan HHI 

yang telah dilengkapi dengan keten-

tuan minimal Hukum Humaniter 

Internasional (HHI) sebagaimana 

yang termuat dalam Pasal 3 ketentu-

an yang sama dari Konvensi Jenewa 

1949 yang berbunyi: “dalam semua 

Konvensi Jenewa I sampai dengan 

IV memang ditetapkan untuk situasi 

konflik bersenjata yang tidak inter-

nasional. Namun demikian, karena 

disebut sebagai ketentuan minimal, 

ketentuan ini juga harus dihormati 

dalam situasi sengketa bersenjata 

internasional” (Rusman, Op.cit,: 51). 

Ketentuan minimal itu adalah 

sebagai berikut :
a. Orang-orang yang tidak serta 

dalam pertempuran, termasuk 
anggota angkatan bersenjata yang 
telah meletakkan senjatanya dan 
orang-orang yang telah tidak ikut 
bertempur lagi karena sakit, luka, 
ditahan, atau sebab lainnya, harus 
selalu diperlakukan secara manu-
siawi, tanpa pembedaan yang 
merugikan baik karena ras, warna 
kulit, agama atau kepercayaan, 
jenis kelamin, kelahiran atau 
kekayaan, ataupun kriteria lain- 
nya yang serupa. 

b.  Mereka yang tidak ikut bertempur 
tersebut, dalam setiap waktu dan 
di tempat manapun, tidak boleh 
dikenakan tindakan-tindakan 

berikut : 
i. Kekerasan terhadap kehidupan, 

pribadi, dan fisiknya, khusus- 
nya pembunuhan dalam ben- 
tuk apapun, mutilasi, per- 
lakuan kejam dan penga-
niayaan.

ii. Kekerasan terhadap martabat 
pribadinya, khususnya penghi-
naan dan perlakuan yang me- 
rendahkan.

iii. Pemberian hukuman dan 
pelaksanaan eksekusi sebelum 
adanya putusan yang ditetap-
kan oleh suatu pengadilan 
yang sah yang dilengkapi 
dengan jaminan hukum yang 
diakui oleh masyarakat bera- 
dab.

c. Sebuah badan kemanusiaan yang 
tidak berpihak, seperti ICRC, 
boleh menawarkan jasanya kepa- 
da pihak yang berkonflik.

d. Pihak-pihak yang berkonflik seha-
rusnya berusaha memberlakukan 
semua atau sebagian ketentuan 
HHI lainnya melalui perjanjian 
khusus.

e. Penerapan ketentuan-ketentuan 
HHI, khususnya pada waktu 
sengketa bersenjata yang tidak 
bersifat internasional, tidak me- 
ngubah status hukum pihak-pihak 
yang berkonflik.

Berdasarkan penjelasan prin-

sip-prinsip humaniter di atas bahwa 

banyak ahli yang berpendapat, prin-

sip pembedaan (distinction princi-

ple) adalah prinsip yang paling pen- 

ting dalam prinsip-prinsip hukum 

humaniter. Berdasarkan prinsip pem-

bedaan pada waktu terjadi perang/ 

konflik bersenjata harus dilakukan 

pembedaan antara penduduk sipil 

(“civilian”) di satu pihak dengan 

“combatant” serta antara objek sipil 

di satu pihak dengan objek militer di 

lain pihak. Berdasarkan prinsip ini 

hanya kombatan dan objek militer 

yang boleh terlibat dalam perang dan 

dijadikan sasaran. Lalu, bagaimana 

dalam situasi blokade Israel di Gaza 

apakah prinsip pembedaan ini ditaa-

ti.

Pengabaian Prinsip Perbedaan 
Dalam Blokade Israel Di Gaza

Dalam suatu sengketa bersenjata 

pasti akan menimbulkan korban baik 

itu terhadap kombatan maupun 

penduduk sipil. Kombatan adalah 

orang yang aktif ikut serta dalam 

pertempuran dan penduduk sipil 

adalah orang yang tidak terlibat 

dalam pertempuran. (Haryomataram, 

2005: 73). Lebih lanjut dapat 

ditegaskan sebagaimana yang dika-

takan J.G. Starke dalam Introduction 

to International Law menjelaskan 

bahwa dalam suatu konflik bersenja-

ta, penduduk pihak-pihak yang berti-

kai dibagi ke dalam dua status yaitu 

satu kelompok mempunyai status 

sebagai kombatan dan berhak ikut 

serta secara langsung dalam permu-

suhan, boleh membunuh dan di- 

bunuh dan apabila tertangkap diper-

lakukan sebagai tawanan perang 

(Prisoner of War). Sedang kelompok 

yang lain memiliki status sebagai 

civilian yang tidak boleh turut serta 

dalam permusuhan, harus dilindungi 

dan tidak boleh dijadikan sasaran 

serangan. (Starke, 1989: 547). 

Berkenaan dengan terjadinya 

blokade Israel di Jalur Gaza menim-

bulkan dampak pada warga Gaza 

yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa, 

sedangkan warga atau penduduk 

sipil merupakan golongan yang 

sangat rentan menjadi korban akibat 

konflik bersenjata (perang) termasuk 

di Gaza akibat blokade Israel di jalur 

tersebut.  

Konflik bersenjata (perang) yang 

terjadi di Gaza  menuntut adanya 

Hukum Humaniter Internasional 

(HHI) untuk memberikan perlindu- 

ngan terhadap korban akibat konflik 

bersenjata (perang) terlebih adanya 

blokade terhadap Gaza. Hal tersebut 

relevan dengan adanya Resolusi 

Majelis Umum PBB dan Advisory 

Opinion Mahkamah Internasional 

tahun 2004. 

Penegasan Majelis Umum PBB 

dalam Resolusi ES/10-14 dan Kepu-

tusan International Court of Justice 

(ICJ) dalam Advisory Opinión 9 Juli 

2004 berkenaan dengan pember-

lakuan Hukum Humaniter Internasi-

onal yang termuat dalam seluruh 

Konvensi Jenewa IV/1949 di 

wilayah pendudukan Israel atas 

tanah Palestina. (Sassoli dan Antoine 

A. Bouvier, 2006: 1152-1162). Pem-

berlakuan seluruh isi ketentuan Kon-

vensi Jenewa IV/1949 di wilayah 

pendudukan Israel atas tanah Palesti-

na berarti pertempuran yang dilaku-

kan oleh tentara Israel di wilayah 

tersebut dianggap sebagai tindakan 

perang internasional menurut 

Hukum Humaniter Internasional 

(HHI). ( Rusman, 2010: 55-56 ).

Prinsip utama dalam penggunaan 

senjata sebagaimana diatur dalam 

hukum humaniter adalah bahwa 

selama perang nilai-nilai kemanu-

siaan harus dihormati. Tujuannya 

bukan untuk menolak hak negara 

untuk melakukan perang atau meng-

gunakan kekuatan senjata untuk 

mempertahankan diri (self-defence), 

melainkan untuk membatasi penggu-

naan senjata oleh suatu negara dalam 

menggunakan hak berperang terse-

but untuk mencegah penderitaan dan 

kerusakan yang berlebihan dan yang 

tidak sesuai dengan tujuan militer. 

Dengan demikian hukum humaniter 

ditujukan untuk “melindungi bebera-

pa kategori dari orang-orang yang 

tidak atau tidak lagi turut serta dalam 

pertempuran serta untuk membatasi 

alat dan cara berperang”. (Kalshoven 

dan Zegveld, 2001: 12-14). 

Berdasarkan tujuan ini, hukum 

humaniter mengatur dua hal pokok 

yaitu : 

a.  Memberikan alasan bahwa suatu 

perang dapat dijustifikasi yaitu 

bahwa perang adalah pilihan 

terakhir (the last resort), sebab 

atau alasan yang benar (just 

cause), didasarkan atas mandat 

politik (keputusan politik, politi-

cal authority) yang demokratis, 

dan untuk tujuan yang benar 

(right intention).

b. Membatasi penggunaan kekuatan 

bersenjata dalam peperangan atas 

dasar prinsip proporsionalitas dan 

diskriminasi (proportionality dan 

discrimination).

Tindakan blokade Israel terhadap 

Gaza adalah tindakan sepihak dan 

semena-mena. Tindakan blokade 

tersebut dilakukan sejak Juli 2007, 

alasan blokade tersebut adalah untuk 

kepentingan keamanan Israel dan 

melemahkan posisi Hamas di Gaza. 

Hamas bagi negara Israel adalah 

ancaman nyata dan berbahaya, 

sehingga perlawanan dan gerakan 

Hamas harus dipatahkan serta dile- 

nyapkan. Benarkah tindakan blokade 

Israel tersebut secara Hukum 

Humaniter Internasional (HHI) atau 

apakah status blokade Israel dapat 

dibenarkan berdasarkan Hukum 

Humaniter Internasional (HHI). 

Dalam suatu sengketa bersenjata, 

orang-orang yang dilindungi melipu-

ti kombatan dan penduduk sipil. 

Kombatan yang telah berstatus “hors 

de combat” harus dilindungi dan 

dihormati dalam segala keadaan. 

(Permanasari dkk, 1999: 163). Kom-

batan yang jatuh ke tangan musuh 

mendapatkan status sebagai tawanan 

perang. Perlindungan dan hak-hak 

sebagai seorang tawanan perang 

diatur di dalam Konvensi Jenewa III, 

sedangkan penduduk sipil pada masa 

konflik bersenjata (perang) berhak 

mendapatkan perlindungan sebagai- 

mana diatur dalam Konvensi Jenewa 

IV dan Protokol I Tambahan Tahun 

1977. 

Pengaturan orang sipil dan 

perlindungannya dalam HHI dapat 

dibedakan menurut bentuk dan 

isinya. Menurut bentuknya pengatu- 

ran HHI itu tertuang dalam hukum 

internasional kebiasaan dan dalam 

hukum internasional perjanjian. 

Jumlah pengaturan itu cukup 

banyak. Di samping itu masing-ma- 

sing satuan pengaturan itu berdiri 

sendiri. Satuan pengaturan yang satu 

terlepas berlakunya dari satuan 

pengaturan yang lain. Dari jumlah 

pengaturan itu HHI kebiasaan seperti 

Instruksi Lieber tahun 1863. Adapun 

HHI perjanjian terutama Konvensi 

Konvensi Den Haag tahun 1899/ 

1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 

dan Protokol Tambahan tahun 1977 

pada Konvensi Jenewa tahun 1949 

(Istanto, 1997: 41) Dengan adanya 

pengaturan tersebut diharapkan 

adanya korban dan akibat konflik 

bersenjata (perang) dapat terkurangi, 

atau mencegah para pihak dalam 

konflik bersenjata (perang) melaku-

kan tindakan-tindakan yang berlebi-

han terhadap sasaran militer atau 

obyek yang memang layak dijadikan 

sasaran. Terlebih di zaman modern 

seperti sekarang persenjataan begitu 

canggih dan berbagai metode konflik 

bersenjata (perang). Kemudian, 

menurut isinya pengaturan HHI yang 

melindungi manusia dalam perti-

kaian bersenjata didasarkan pada 

prinsip pembedaan antara orang sipil 

dan kombatan(Ibid). Berdasarkan 

prinsip pembedaan itu pengaturan 

orang yang dilindungi HHI dapat 

dibedakan menjadi 3 kelompok, 

yaitu : 

1.  kombatan 

2.  orang sipil 

3. penolong korban perang, yang 

dapat dibedakan penolong militer 

dan penolong sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas 

bahwa penduduk sipil merupakan 

golongan  yang harus mendapatkan 

perlindungan dalam situasi konflik 

bersenjata (perang) termasuk apa 

yang terjadi pada situasi blokade 

Israel di Gaza atau blokade Israel 

pada warga Gaza. 

Protokol I tahun 1977 menetap-

kan perlindungan bagi orang sipil, 

Protokol I tahun 1977 menetapkan 

antara lain : 
1.  larangan menyerang orang sipil.
2.  keharusan dilakukannya pengha-

ti-hati dalam melakukan perbua-
tan perang demi untuk melindun-
gi orang sipil.

3. larangan dilakukannya kekerasan 
kepada orang sipil.

4.  larangan pemindahan paksa orang 
sipil.

5.  jaminan mendapatkan bantuan.
6. kesempatan memberi bantuan 

korban pertikaian bersenjata.

Kusumaatmadja (1968: 75-97) 

mengatakan bahwa Konvensi men-

genai Perlindungan Sipil di Waktu 

Perang bukan merupakan penyem-

purnaan daripada konvensi-konvensi 

yang telah ada, melainkan adalah 

suatu Konvensi yang sama sekali 

baru. Selanjutnya dikatakan bahwa 

ini tidak berarti bahwa sebelumnya 

kedudukan dan hak-hak penduduk 

sipil belum pernah diatur dalam 

hukum perang yang tertulis. 

“Peraturan Den Haag mengenai 

Hukum dan Kebiasaan Perang di 

Darat dalam bab yang mengatur 

pendudukan, memuat 15 pasal 

yang memberikan perlindungan 

kepada penduduk sipil dalam 

daerah pendudukan” (Pasal 42-56 

Bagian III).

Perlindungan terhadap penduduk 

sipil telah diatur dalam Konvensi 

Jenewa IV. Menurut Konvensi IV ini, 

perlindungan tersebut meliputi 

perlindungan umum (general protec-

tion), diatur dalam Bagian II. 

Adapun berdasarkan Protokol Tam-

bahan, perlindungan tersebut diatur 

dalam Bagian IV tentang penduduk 

sipil. Bagian IV Protokol ini, antara 

lain mengatur mengenai perlindun-

gan umum (general protection 

against the effect of hostilities), 

bantuan terhadap penduduk sipil 

(relief in favour of the civilian popu-

lation), serta perlakuan orang-orang 

yang berada dalam salah satu kekua-

saan pihak yang bersengketa (treat-

ment of persons in the power of a 

party to a conflict), termasuk di 

dalamnya adalah perlindungan terha-

dap para pengungsi, orang yang tidak 

memiliki kewarganegaraan (state-

less), anak-anak, wanita dan 

wartawan. (Permanasari dkk, 1999: 

170). 

Dalam segala keadaan, penduduk 

sipil berhak atas penghormatan pri- 

badi, hak kekeluargaan, kekayaan 

dan praktek ajaran agamanya.Terha-

dap mereka, tidak boleh dilakukan 

tindakan-tindakan sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu : 

•  Melakukan pemaksaan jasmani 

maupun rohani untuk memper-

oleh keterangan;

•    Melakukan tindakan yang menim-

bulkan penderitaan jasmani;

•    Menjatuhkan hukuman kolektif;

•   Melakukan intimidasi, terorisme 

dan perampokan;

•    Melakukan pembalasan;

•    Menjadikan mereka sebagai san- 

dera;

•   Melakukan tindakan yang menim-

bulkan penderitaan jasmani atau 

permusuhan terhadap orang yang 

di lindungi. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa 

jelaslah dalam suatu konflik bersen-

jata (perang) golongan penduduk 

sipil haruslah mendapat perlindu- 

ngan dari situasi konflik bersenjata 

(perang). Perlindungan haruslah 

tidak diskriminatif tanpa meman-

dang apapun latar belakangnya. 

Dalam hal memberikan perlindungan 

haruslah didasarkan pada penghor-

matan penduduk sipil dan penegasan 

tindakan-tindakan yang dilarang atau 

tidak boleh di lakukan dalam suatu 

konflik bersenjata (perang), seperti 

penghukuman kolektif. Blokade 

Israel di Gaza termasuk kategori 

melakukan pelanggaran atas lara- 

ngan untuk tidak melakukan tinda-

kan dalam suatu konflik bersenjata 

(perang) yakni collective punish-

ment.

Selanjutnya, bahwa demikian 

besarnya perhatian yang diberikan 

Konvensi Jenewa untuk melindungi 

penduduk sipil dalam sengketa 

bersenjata, sehingga konvensi ini 

juga mengatur mengenai pembentu-

kan kawasan-kawasan rumah sakit 

dan daerah-daerah keselamatan 

(safety zones).
Haryomataram (1994:94), daerah 

keselamatan (safety zones) ini harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
•  Daerah-daerah kesehatan hanya 

boleh meliputi sebagian kecil dari 
wilayah yang diperintah oleh 
negara yang mengadakannya;

•  Daerah-daerah itu harus berpen-
duduk relatif lebih sedikit diban- 
dingkan dengan kemung- 
kinan-kemungkinan akomodasi 
yang terdapat di situ;

•  Daerah-daerah itu harus jauh letak-
nya dan tidak ada hubungannya 
dengan segala macam objek-ob-
jek militer atau bangunan-bangu-
nan industri dan administrasi 
yang besar.

•  Daerah-daerah seperti itu tidak 
boleh ditempatkan di wilayah- 
wilayah yang menurut perkiraan, 
dapat dijadikan areal untuk 

melakukan peperangan. 

Berkaitan dengan perlakuan ter- 

hadap orang-orang yang dilindungi, 

perlakuan khusus harus diberikan 

terhadap anak-anak. Para pihak yang 

bersangkutan diharuskan untuk 

memelihara anak-anak yang sudah 

yatim piatu atau terpisah dengan 

orang tua mereka. Perlakuan khusus 

terhadap anak-anak yang diatur 

dalam Konvensi Jenewa ini kemudi-

an dilengkapi pula dengan ketentuan 

baru sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 77 Protokol I (Permanasari 

dkk,1999:172).

Advisory Opinion pada tahun 

2004 Mahkamah Internasional men-

egaskan bahwa situasi konflik 

bersenjata (perang) Palestina dan 

Israel adalah termasuk perang inter-

nasional atau konflik bersenjata 

internasional. Secara khusus dalam 

hal penerapan aturan konflik bersen-

jata internasional adalah pada 

Protokol I Tambahan tahun 1977. 

Di dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 

menyatakan mengenai prinsip-prin-

sip umum dan ruang lingkup pen-

erapan protokol (Permanasari dkk, 

1999:132-133). yakni sebagai beri-

kut: 
(3).  Protokol ini, yang melengka-
pi Konvensi-konvensi Jenewa 
1949, harus berlaku dalam situa-
si-situasi sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 2 common article 
Konvensi Jenewa.

(4). Situasi-situasi yang tercan-
tum dalam ayat di atas termasuk 
konflik bersenjata di mana bang-
sa-bangsa melawan dominasi 
kolonial, atau pendudukan asing 
atau rejim rasialis dalam rangka 
melaksanakan hak menentukan 
nasib sendiri (right of self deter-
mination), sebagaimana tercan-
tum dalam Piagam PBB dan 
Deklarasi tentang Prinsip-prinsip 
Hukum Internasional yang me- 
ngatur tentang Hubungan Bersa-
habat dan Kerjasama antar 
negara sesuai dengan Piagam 
PBB.

Adanya perluasan dan perkem-

bangan/tipe-tipe konflik bersenjata 

internasional berdasarkan ketentuan 

ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I 

merupakan ketentuan yang mencan-

tumkan adanya jenis-jenis konflik 

bersenjata internasional yang baru, 

yang disebut dengan : a) Penjajahan 

(colonial domination); b) Pendudu-

kan asing (alien occupation); c) 

Rejim rasialis (racist regime).

Uraian tersebut di atas memperlu-

as cakupan apa yang termasuk kon- 

flik bersenjata internasional. Sebe- 

lumnya didalam Konvensi Jenewa 

1949 menegaskan bahwa konflik 

bersenjata internasional adalah kon- 

flik bersenjata antara dua negara atau 

lebih. Dengan adanya ketentuan 

Protokol I Tambahan tahun 1977 tipe 

konflik bersenjata internasional tidak 

hanya antar negara saja tetapi juga 

mencakup perlawanan terhadap 

dominasi kolonial, pendudukan 

asing dan perlawanan rejim rasialis. 

(Permanasari dkk, 1999:132-133).

Sebagaimana dijelaskan di atas, 

bahwa situasi konflik bersenjata 

(perang) antara bangsa Palestina dan 

Israel termasuk konflik bersenjata 

internasional. Wilayah bangsa Pales-

tina semakin berkurang akibat 

pendudukan pihak Israel. Secara 

historis memang konflik bersenjata 

antara bangsa Palestina dan Israel 

adalah mengenai wilayah. Israel 

dalam hal perebutan wilayah telah 

melakukan berbagai tindakan pen- 

dudukan atau pencaplokan sehingga 

wilayahnya bertambah 3 kali dari 

sebelumnya.Adanya blokade Israel 

di Gaza merupakan perwujudan 

ambisi Israel untuk mempertahankan 

tindakannya di tanah bangsa Palesti-

na. Blokade Israel di Gaza apapun 

alasannya merupakan tindakan 

ilegal, karena mengakibatkan pen- 

deritaan dan kesengsaraan warga 

Gaza yang berjumlah sekitar 1,5 juta.

Kesimpulan

Konflik bersenjata (perang) sama 

tuanya dengan peradaban manusia, 

sehingga konflik bersenjata (perang) 

selalu terjadi dalam sejarah manusia 

dengan berbagai bentuk dan derajat 

konfliknya serta alasan yang 

melatarbelakanginya terjadi. Dalam 

konflik bersenjata (perang) berbagai 

cara dilakukan oleh para pihak yang 

bertikai untuk mencapai kepentingan 

militernya atau kemenangan bahkan 

pada masa lampau banyak tragedi 

konflik bersenjata (perang) yang 

sangat menyedihkan, penderitaan, 

kesengsaraan bahkan korban yang 

sangat banyak. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh para pihak yang berti-

kai dalam konflik bersenjata 

(perang) adalah dengan melakukan 

blokade terhadap lawannya. 

Pengalaman sejarah telah menunjuk-

kan terjadinya berbagai tindakan 

blokade yang dilakukan para pihak. 

Blokade Israel terhadap Gaza adalah 

salah satu blokade yang terjadi pada 

abad modern ini (abad 21). Peristiwa 

blokade masa lampau telah menun-

jukkan bahwa tindakan blokade oleh 

salah satu pihak telah menimbulkan 

kesengsaraan, penderitaan bahkan 

korban hingga jutaan. Blokade Israel 

di Gaza telah mengabaikan prinsip 

pembedaan (distinction) combatan 

dan civilian (penduduk sipil). 

Dengan alasan apapun tindakan 

blokade Israel telah melanggar 

hukum internasional pada umumnya 

dan Hukum Humaniter Internasional 

(HHI) pada khususnya. 
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
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Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang 

berjumlah kurang lebih 2700 jiwa 

sebagian besar masih merupakan 

masyarakat tradisional yang bermata 

pencaharian sebagai petani, sebaga-

ian kecil yang lain bekerja sebagai 

pedagang, pegawai swasta dan pega-

wai negeri. Mata pencaharian 

sebagai petani yang mendominasi 

pada masyarakat Gili Timur tidak 

lain dipengaruhi oleh tingkat pendi-

dikan yang rata-rata hanya tamat 

sekolah dasar atau MI dan sebagian 

lulusan SMP atau MTS. Dengan 

keterbatasan tersebut akhirnya 

mereka hanya bisa mengandalkan 

lahan pertanian sebagai penopang 

ekonomi mereka, walaupun ada juga 

yang hanya sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan 

sendiri(Monografi Desa Gili Timur 

2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat 

tinggal merupakan harta yang paling 

berharga bagi masyarakat Desa Gili 

Timur, maka ketika Kepala Desa 

mereka menginisiasi untuk dilaku-

kan pendaftaran tanah secara kolektif 

atau dikenal dengan sertifikasi 

massal swadaya, masyarakat terge- 

rak untuk mendaftarkan tanah 

mereka. Permasalahan muncul 

ketika setelah di tunggu berbulan-bu-

lan pengurusan sertifikat itu tidak 

kunjung selesai. Akhirnya terjadilah 

konflik yang melibatkan masyarakat 

Desa Gili Timur melawan Kepala 

Desa dan Oknum BPN, dengan kasus 

posisi sebagai berikut :

-    Masyarakat Desa Gili Timur pada 

bulan April 2008 diminta 

mendaftarkan tanah mereka 

dengan cara massal swadaya 

(biaya sendiri)

-   Kepala Desa Gili Timur (yang 

masih menjabat hingga saat ini)  

pada saat itu bekerjasama secara 

pribadi dengan oknum BPN 

meminta biaya sertifikasi pada 

masyarakat dengan besaran 

bervariatif antara Rp. 750 Ribu 

sampai dengan Rp. 10 Juta.

-  Setelah ada desakan dari warga 

karena menunggu berbulan-bulan 

tidak selesai, maka Sertifikat 

dijanjikan diterbitkan pada Agus-

tus 2009 , tetapi ini juga tidak 

terealisasi.

-   Masyarakat Gili Timur pada 

September 2009 melaporkan 

Kepala Desanya dan BPN ke 

Polres Bangkalan dengan dugaan 

penipuan.

-   Bulan Oktober tahun 2010 turun 

putusan PN Bangkalan yang 

membebaskan Kepala Desa Gili 

Timur dan Oknum BPN dari 

segala dakwaan penipuan sertifi-

kasi tanah masyarakat Desa Gili 

Timur.

-   Masih ada 209 dari 234 bidang 

tanah masyarakat Desa Gili 

Timur yang didaftarkan melalui 

Kepala Desa mereka yang belum 

di ketahui nasib dan kelanjutanya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Gili 

Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya 

hukum apa yang bisa di tempuh 

terkait bebasnya Oknum BPN dan 

Kepala Desa mereka dari segala 

dakwaan penipuan sertifikasi 

tanah warga, sedangkan hingga 

saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di 

himpun dari masyarakat terkum-

pul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham 

bagaimanakah prosedur dan tata 

cara pendaftaran tanah yang 

sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan, sedangkan infor-

masi yang mereka dapatkan 

sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya 

posisi Masyarakat Desa Gili Timur 

dalam mempertahankan hak-hak 

mereka, maka berdasarkan hasil 

diskusi dengan koordinator ma- 

syarakat korban penipuan sertifikasi 

tanah dan beberapa warga ma- 

syarakat desa Gili Timur, masalah 

yang mereka hadapi saat ini adalah :

1.  Berkaitan dengan Upaya Hukum, 

masyarakat sama sekali tidak 

paham dengan:

-   Perbedaan perkara pidana dan 

perdata

-    Proses beracara di pengadilan

-   Prosedur Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali.

2. Berkaitan dengan Pendaftaran 

Tanah, masyarakat kurang paham 

dengan :

- Kegiatan Pendaftaran tanah 

(Pertama kali atau mainte-

nance/pemeliharaan data)

- Bentuk-bentuk pendaftaran 

tanah untuk pertama kali(siste-

matik/sporadic)

-   Data yuridis dan data fisik

-   Tata cara pengurusan ke Kantor 

Pertanahan (BPN)

-  Peraturan terkait pendaftaran 

tanah

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat 

dengan kegiatan Ipteks Bagi Ma- 

syarakat (IbM) ini dilakukan dengan 

“Metode Penyuluhan Hukum”, yang 

dilakukan dengan beberapa bentuk 

kegiatan penyuluhan hukum, yaitu 

pendidikan dan pelatihan kemahiran 

hukum, ceramah, diskusi dan pen- 

dampingan. Pendekatan dengan 

metode penyuluhan ini dimaksudkan 

sebagai salah satu kegiatan penye-

barluasan informasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum dan peratu- 

ran perundang-undangan  yang 

berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum 

masyarakat sehingga tercipta budaya 

hukum dalam bentuk tertib hukum 

Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan 

HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 

2006.

Sesuai dengan cara penyampaian 

penyuluhan hukum maka bentuk 

penyuluhan hukum ini diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

- Penyuluhan Hukum Langsung, 

dengan cara :

a. Ceramah ;

b. Diskusi;

c. Konsultasi Hukum ;

d. Pendidikan Hukum ;

e. Pendampingan/Advoka 

 si/Bantuan Hukum.

- Penyuluhan Hukum Tidak 

Langsung, dengan cara :

a. Pemasangan spanduk;

b. Pembagian Poster Alur tata  

 cara pendaftaran tanah

c. Pembagian Booklet tentang  

 proses dan  prosedur beracara  

 ke pengadilan

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagaian besar warga 

masyarakat desa Gili Timur kecewa 

akan putusan bebas bagi terdakwa 

oleh hakim PN Bangkalan yang 

menangani konflik mereka, selama 

ini beberapa warga yang di panggil 

sebagai saksi sama sekali tidak 

paham dengan segala proses yang 

mereka ikuti di Pengadilan ditam-

bahkan juga adanya upaya-upaya 

intimidasi dari pihak Kepala Desa, 

mereka hanya mengikuti prosedur 

dan arahan yang diminta pengadilan. 

Saat ini mereka menginginkan 

adanya pendampingan dan peningka-

tan bagi pengetahuan mereka terha-

dap hukum terutama ketika harus 

berhubungan dengan system 

peradilan formal. Selain itu warga 

yang uangnya sudah terlanjur masuk 

dan berkas pendaftaranya tidak 

terdaftar di kantor pertanahan meng-

inginkan hak-hak mereka dikemba-

likan tetapi mereka tidak tahu 

bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili 

Timur kurang sekali mendapatkan 

informasi terkait pendaftaran tanah 

sebagai satu-satunya cara untuk 

mendapatkan sertifikasi atas bidang 

tanah mereka. Mereka tidak paham 

bahwa pemerintah sebenarnya mem-

punyai program pendaftaran tanah 

yang tidak di pungut biaya yaitu 

dengan cara sistematik, karena 

kurang pahamnya terhadap kegiatan 

pendaftaran tanah sampai dengan 

proses dan tata caranya menyebab-

kan mereka menjadi percaya terha-

dap oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya 

kegiatan penyuluhan ini untuk mem-

bantu lemahnya posisi warga konflik 

sertifikasi juga sebagai bentuk tang-

gung jawab social institusi pendi-

dikan tinggi untuk berperan 

memecahkan permasalahan-perma- 

salahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilaku-

kan dalam kegiatan ini diikuti oleh 

warga masyarakat berasal dari 

Dusun Sumber dan Dusun Kretek 

Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan, terutama 

masyarakat yang terlibat langsung 

dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegia-

tan penyuluhan ini juga melibatkan 

praktisi yang berkaitan langsung 

dengan program pengabdian ini, 

antara lain :

a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran 

Hukum (Proses Beracara)

     Lembaga : Kepolisian, Kejak-

saan, Pengadilan, Bantuan Hu- 

kum

  Kompetensi: Pelaksana Sistem 

Peradilan Formal

b.  Praktisi Pendaftaran Tanah

     Lembaga : Badan Pertanahan     

Nasional/ Kantor Pertanahan    Ka    

bupaten

     Kompetensi:  Otoritas Pendaftaran 

Tanah.

Materi dan pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan ini adalah sebagai beri-

kut :

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang 

berjumlah kurang lebih 2700 jiwa 

sebagian besar masih merupakan 

masyarakat tradisional yang bermata 

pencaharian sebagai petani, sebaga-

ian kecil yang lain bekerja sebagai 

pedagang, pegawai swasta dan pega-

wai negeri. Mata pencaharian 

sebagai petani yang mendominasi 

pada masyarakat Gili Timur tidak 

lain dipengaruhi oleh tingkat pendi-

dikan yang rata-rata hanya tamat 

sekolah dasar atau MI dan sebagian 

lulusan SMP atau MTS. Dengan 

keterbatasan tersebut akhirnya 

mereka hanya bisa mengandalkan 

lahan pertanian sebagai penopang 

ekonomi mereka, walaupun ada juga 

yang hanya sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan 

sendiri(Monografi Desa Gili Timur 

2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat 

tinggal merupakan harta yang paling 

berharga bagi masyarakat Desa Gili 

Timur, maka ketika Kepala Desa 

mereka menginisiasi untuk dilaku-

kan pendaftaran tanah secara kolektif 

atau dikenal dengan sertifikasi 

massal swadaya, masyarakat terge- 

rak untuk mendaftarkan tanah 

mereka. Permasalahan muncul 

ketika setelah di tunggu berbulan-bu-

lan pengurusan sertifikat itu tidak 

kunjung selesai. Akhirnya terjadilah 

konflik yang melibatkan masyarakat 

Desa Gili Timur melawan Kepala 

Desa dan Oknum BPN, dengan kasus 

posisi sebagai berikut :

-    Masyarakat Desa Gili Timur pada 

bulan April 2008 diminta 

mendaftarkan tanah mereka 

dengan cara massal swadaya 

(biaya sendiri)

-   Kepala Desa Gili Timur (yang 

masih menjabat hingga saat ini)  

pada saat itu bekerjasama secara 

pribadi dengan oknum BPN 

meminta biaya sertifikasi pada 

masyarakat dengan besaran 

bervariatif antara Rp. 750 Ribu 

sampai dengan Rp. 10 Juta.

-  Setelah ada desakan dari warga 

karena menunggu berbulan-bulan 

tidak selesai, maka Sertifikat 

dijanjikan diterbitkan pada Agus-

tus 2009 , tetapi ini juga tidak 

terealisasi.

-   Masyarakat Gili Timur pada 

September 2009 melaporkan 

Kepala Desanya dan BPN ke 

Polres Bangkalan dengan dugaan 

penipuan.

-   Bulan Oktober tahun 2010 turun 

putusan PN Bangkalan yang 

membebaskan Kepala Desa Gili 

Timur dan Oknum BPN dari 

segala dakwaan penipuan sertifi-

kasi tanah masyarakat Desa Gili 

Timur.

-   Masih ada 209 dari 234 bidang 

tanah masyarakat Desa Gili 

Timur yang didaftarkan melalui 

Kepala Desa mereka yang belum 

di ketahui nasib dan kelanjutanya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Gili 

Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya 

hukum apa yang bisa di tempuh 

terkait bebasnya Oknum BPN dan 

Kepala Desa mereka dari segala 

dakwaan penipuan sertifikasi 

tanah warga, sedangkan hingga 

saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di 

himpun dari masyarakat terkum-

pul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham 

bagaimanakah prosedur dan tata 

cara pendaftaran tanah yang 

sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan, sedangkan infor-

masi yang mereka dapatkan 

sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya 

posisi Masyarakat Desa Gili Timur 

dalam mempertahankan hak-hak 

mereka, maka berdasarkan hasil 

diskusi dengan koordinator ma- 

syarakat korban penipuan sertifikasi 

tanah dan beberapa warga ma- 

syarakat desa Gili Timur, masalah 

yang mereka hadapi saat ini adalah :

1.  Berkaitan dengan Upaya Hukum, 

masyarakat sama sekali tidak 

paham dengan:

-   Perbedaan perkara pidana dan 

perdata

-    Proses beracara di pengadilan

-   Prosedur Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali.

2. Berkaitan dengan Pendaftaran 

Tanah, masyarakat kurang paham 

dengan :

- Kegiatan Pendaftaran tanah 

(Pertama kali atau mainte-

nance/pemeliharaan data)

- Bentuk-bentuk pendaftaran 

tanah untuk pertama kali(siste-

matik/sporadic)

-   Data yuridis dan data fisik

-   Tata cara pengurusan ke Kantor 

Pertanahan (BPN)

-  Peraturan terkait pendaftaran 

tanah

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat 

dengan kegiatan Ipteks Bagi Ma- 

syarakat (IbM) ini dilakukan dengan 

“Metode Penyuluhan Hukum”, yang 

dilakukan dengan beberapa bentuk 

kegiatan penyuluhan hukum, yaitu 

pendidikan dan pelatihan kemahiran 

hukum, ceramah, diskusi dan pen- 

dampingan. Pendekatan dengan 

metode penyuluhan ini dimaksudkan 

sebagai salah satu kegiatan penye-

barluasan informasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum dan peratu- 

ran perundang-undangan  yang 

berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum 

masyarakat sehingga tercipta budaya 

hukum dalam bentuk tertib hukum 

Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan 

HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 

2006.

Sesuai dengan cara penyampaian 

penyuluhan hukum maka bentuk 

penyuluhan hukum ini diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

- Penyuluhan Hukum Langsung, 

dengan cara :

a. Ceramah ;

b. Diskusi;

c. Konsultasi Hukum ;

d. Pendidikan Hukum ;

e. Pendampingan/Advoka 

 si/Bantuan Hukum.

- Penyuluhan Hukum Tidak 

Langsung, dengan cara :

a. Pemasangan spanduk;

b. Pembagian Poster Alur tata  

 cara pendaftaran tanah

c. Pembagian Booklet tentang  

 proses dan  prosedur beracara  

 ke pengadilan

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagaian besar warga 

masyarakat desa Gili Timur kecewa 

akan putusan bebas bagi terdakwa 

oleh hakim PN Bangkalan yang 

menangani konflik mereka, selama 

ini beberapa warga yang di panggil 

sebagai saksi sama sekali tidak 

paham dengan segala proses yang 

mereka ikuti di Pengadilan ditam-

bahkan juga adanya upaya-upaya 

intimidasi dari pihak Kepala Desa, 

mereka hanya mengikuti prosedur 

dan arahan yang diminta pengadilan. 

Saat ini mereka menginginkan 

adanya pendampingan dan peningka-

tan bagi pengetahuan mereka terha-

dap hukum terutama ketika harus 

berhubungan dengan system 

peradilan formal. Selain itu warga 

yang uangnya sudah terlanjur masuk 

dan berkas pendaftaranya tidak 

terdaftar di kantor pertanahan meng-

inginkan hak-hak mereka dikemba-

likan tetapi mereka tidak tahu 

bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili 

Timur kurang sekali mendapatkan 

informasi terkait pendaftaran tanah 

sebagai satu-satunya cara untuk 

mendapatkan sertifikasi atas bidang 

tanah mereka. Mereka tidak paham 

bahwa pemerintah sebenarnya mem-

punyai program pendaftaran tanah 

yang tidak di pungut biaya yaitu 

dengan cara sistematik, karena 

kurang pahamnya terhadap kegiatan 

pendaftaran tanah sampai dengan 

proses dan tata caranya menyebab-

kan mereka menjadi percaya terha-

dap oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya 

kegiatan penyuluhan ini untuk mem-

bantu lemahnya posisi warga konflik 

sertifikasi juga sebagai bentuk tang-

gung jawab social institusi pendi-

dikan tinggi untuk berperan 

memecahkan permasalahan-perma- 

salahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilaku-

kan dalam kegiatan ini diikuti oleh 

warga masyarakat berasal dari 

Dusun Sumber dan Dusun Kretek 

Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan, terutama 

masyarakat yang terlibat langsung 

dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegia-

tan penyuluhan ini juga melibatkan 

praktisi yang berkaitan langsung 

dengan program pengabdian ini, 

antara lain :

a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran 

Hukum (Proses Beracara)

     Lembaga : Kepolisian, Kejak-

saan, Pengadilan, Bantuan Hu- 

kum

  Kompetensi: Pelaksana Sistem 

Peradilan Formal

b.  Praktisi Pendaftaran Tanah

     Lembaga : Badan Pertanahan     

Nasional/ Kantor Pertanahan    Ka    

bupaten

     Kompetensi:  Otoritas Pendaftaran 

Tanah.

Materi dan pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan ini adalah sebagai beri-

kut :

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang 

berjumlah kurang lebih 2700 jiwa 

sebagian besar masih merupakan 

masyarakat tradisional yang bermata 

pencaharian sebagai petani, sebaga-

ian kecil yang lain bekerja sebagai 

pedagang, pegawai swasta dan pega-

wai negeri. Mata pencaharian 

sebagai petani yang mendominasi 

pada masyarakat Gili Timur tidak 

lain dipengaruhi oleh tingkat pendi-

dikan yang rata-rata hanya tamat 

sekolah dasar atau MI dan sebagian 

lulusan SMP atau MTS. Dengan 

keterbatasan tersebut akhirnya 

mereka hanya bisa mengandalkan 

lahan pertanian sebagai penopang 

ekonomi mereka, walaupun ada juga 

yang hanya sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan 

sendiri(Monografi Desa Gili Timur 

2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat 

tinggal merupakan harta yang paling 

berharga bagi masyarakat Desa Gili 

Timur, maka ketika Kepala Desa 

mereka menginisiasi untuk dilaku-

kan pendaftaran tanah secara kolektif 

atau dikenal dengan sertifikasi 

massal swadaya, masyarakat terge- 

rak untuk mendaftarkan tanah 

mereka. Permasalahan muncul 

ketika setelah di tunggu berbulan-bu-

lan pengurusan sertifikat itu tidak 

kunjung selesai. Akhirnya terjadilah 

konflik yang melibatkan masyarakat 

Desa Gili Timur melawan Kepala 

Desa dan Oknum BPN, dengan kasus 

posisi sebagai berikut :

-    Masyarakat Desa Gili Timur pada 

bulan April 2008 diminta 

mendaftarkan tanah mereka 

dengan cara massal swadaya 

(biaya sendiri)

-   Kepala Desa Gili Timur (yang 

masih menjabat hingga saat ini)  

pada saat itu bekerjasama secara 

pribadi dengan oknum BPN 

meminta biaya sertifikasi pada 

masyarakat dengan besaran 

bervariatif antara Rp. 750 Ribu 

sampai dengan Rp. 10 Juta.

-  Setelah ada desakan dari warga 

karena menunggu berbulan-bulan 

tidak selesai, maka Sertifikat 

dijanjikan diterbitkan pada Agus-

tus 2009 , tetapi ini juga tidak 

terealisasi.

-   Masyarakat Gili Timur pada 

September 2009 melaporkan 

Kepala Desanya dan BPN ke 

Polres Bangkalan dengan dugaan 

penipuan.

-   Bulan Oktober tahun 2010 turun 

putusan PN Bangkalan yang 

membebaskan Kepala Desa Gili 

Timur dan Oknum BPN dari 

segala dakwaan penipuan sertifi-

kasi tanah masyarakat Desa Gili 

Timur.

-   Masih ada 209 dari 234 bidang 

tanah masyarakat Desa Gili 

Timur yang didaftarkan melalui 

Kepala Desa mereka yang belum 

di ketahui nasib dan kelanjutanya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Gili 

Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya 

hukum apa yang bisa di tempuh 

terkait bebasnya Oknum BPN dan 

Kepala Desa mereka dari segala 

dakwaan penipuan sertifikasi 

tanah warga, sedangkan hingga 

saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di 

himpun dari masyarakat terkum-

pul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham 

bagaimanakah prosedur dan tata 

cara pendaftaran tanah yang 

sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan, sedangkan infor-

masi yang mereka dapatkan 

sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya 

posisi Masyarakat Desa Gili Timur 

dalam mempertahankan hak-hak 

mereka, maka berdasarkan hasil 

diskusi dengan koordinator ma- 

syarakat korban penipuan sertifikasi 

tanah dan beberapa warga ma- 

syarakat desa Gili Timur, masalah 

yang mereka hadapi saat ini adalah :

1.  Berkaitan dengan Upaya Hukum, 

masyarakat sama sekali tidak 

paham dengan:

-   Perbedaan perkara pidana dan 

perdata

-    Proses beracara di pengadilan

-   Prosedur Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali.

2. Berkaitan dengan Pendaftaran 

Tanah, masyarakat kurang paham 

dengan :

- Kegiatan Pendaftaran tanah 

(Pertama kali atau mainte-

nance/pemeliharaan data)

- Bentuk-bentuk pendaftaran 

tanah untuk pertama kali(siste-

matik/sporadic)

-   Data yuridis dan data fisik

-   Tata cara pengurusan ke Kantor 

Pertanahan (BPN)

-  Peraturan terkait pendaftaran 

tanah

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat 

dengan kegiatan Ipteks Bagi Ma- 

syarakat (IbM) ini dilakukan dengan 

“Metode Penyuluhan Hukum”, yang 

dilakukan dengan beberapa bentuk 

kegiatan penyuluhan hukum, yaitu 

pendidikan dan pelatihan kemahiran 

hukum, ceramah, diskusi dan pen- 

dampingan. Pendekatan dengan 

metode penyuluhan ini dimaksudkan 

sebagai salah satu kegiatan penye-

barluasan informasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum dan peratu- 

ran perundang-undangan  yang 

berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum 

masyarakat sehingga tercipta budaya 

hukum dalam bentuk tertib hukum 

Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan 

HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 

2006.

Sesuai dengan cara penyampaian 

penyuluhan hukum maka bentuk 

penyuluhan hukum ini diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

- Penyuluhan Hukum Langsung, 

dengan cara :

a. Ceramah ;

b. Diskusi;

c. Konsultasi Hukum ;

d. Pendidikan Hukum ;

e. Pendampingan/Advoka 

 si/Bantuan Hukum.

- Penyuluhan Hukum Tidak 

Langsung, dengan cara :

a. Pemasangan spanduk;

b. Pembagian Poster Alur tata  

 cara pendaftaran tanah

c. Pembagian Booklet tentang  

 proses dan  prosedur beracara  

 ke pengadilan

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagaian besar warga 

masyarakat desa Gili Timur kecewa 

akan putusan bebas bagi terdakwa 

oleh hakim PN Bangkalan yang 

menangani konflik mereka, selama 

ini beberapa warga yang di panggil 

sebagai saksi sama sekali tidak 

paham dengan segala proses yang 

mereka ikuti di Pengadilan ditam-

bahkan juga adanya upaya-upaya 

intimidasi dari pihak Kepala Desa, 

mereka hanya mengikuti prosedur 

dan arahan yang diminta pengadilan. 

Saat ini mereka menginginkan 

adanya pendampingan dan peningka-

tan bagi pengetahuan mereka terha-

dap hukum terutama ketika harus 

berhubungan dengan system 

peradilan formal. Selain itu warga 

yang uangnya sudah terlanjur masuk 

dan berkas pendaftaranya tidak 

terdaftar di kantor pertanahan meng-

inginkan hak-hak mereka dikemba-

likan tetapi mereka tidak tahu 

bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili 

Timur kurang sekali mendapatkan 

informasi terkait pendaftaran tanah 

sebagai satu-satunya cara untuk 

mendapatkan sertifikasi atas bidang 

tanah mereka. Mereka tidak paham 

bahwa pemerintah sebenarnya mem-

punyai program pendaftaran tanah 

yang tidak di pungut biaya yaitu 

dengan cara sistematik, karena 

kurang pahamnya terhadap kegiatan 

pendaftaran tanah sampai dengan 

proses dan tata caranya menyebab-

kan mereka menjadi percaya terha-

dap oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya 

kegiatan penyuluhan ini untuk mem-

bantu lemahnya posisi warga konflik 

sertifikasi juga sebagai bentuk tang-

gung jawab social institusi pendi-

dikan tinggi untuk berperan 

memecahkan permasalahan-perma- 

salahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilaku-

kan dalam kegiatan ini diikuti oleh 

warga masyarakat berasal dari 

Dusun Sumber dan Dusun Kretek 

Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan, terutama 

masyarakat yang terlibat langsung 

dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegia-

tan penyuluhan ini juga melibatkan 

praktisi yang berkaitan langsung 

dengan program pengabdian ini, 

antara lain :

a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran 

Hukum (Proses Beracara)

     Lembaga : Kepolisian, Kejak-

saan, Pengadilan, Bantuan Hu- 

kum

  Kompetensi: Pelaksana Sistem 

Peradilan Formal

b.  Praktisi Pendaftaran Tanah

     Lembaga : Badan Pertanahan     

Nasional/ Kantor Pertanahan    Ka    

bupaten

     Kompetensi:  Otoritas Pendaftaran 

Tanah.

Materi dan pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan ini adalah sebagai beri-

kut :

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang 

berjumlah kurang lebih 2700 jiwa 

sebagian besar masih merupakan 

masyarakat tradisional yang bermata 

pencaharian sebagai petani, sebaga-

ian kecil yang lain bekerja sebagai 

pedagang, pegawai swasta dan pega-

wai negeri. Mata pencaharian 

sebagai petani yang mendominasi 

pada masyarakat Gili Timur tidak 

lain dipengaruhi oleh tingkat pendi-

dikan yang rata-rata hanya tamat 

sekolah dasar atau MI dan sebagian 

lulusan SMP atau MTS. Dengan 

keterbatasan tersebut akhirnya 

mereka hanya bisa mengandalkan 

lahan pertanian sebagai penopang 

ekonomi mereka, walaupun ada juga 

yang hanya sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan 

sendiri(Monografi Desa Gili Timur 

2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat 

tinggal merupakan harta yang paling 

berharga bagi masyarakat Desa Gili 

Timur, maka ketika Kepala Desa 

mereka menginisiasi untuk dilaku-

kan pendaftaran tanah secara kolektif 

atau dikenal dengan sertifikasi 

massal swadaya, masyarakat terge- 

rak untuk mendaftarkan tanah 

mereka. Permasalahan muncul 

ketika setelah di tunggu berbulan-bu-

lan pengurusan sertifikat itu tidak 

kunjung selesai. Akhirnya terjadilah 

konflik yang melibatkan masyarakat 

Desa Gili Timur melawan Kepala 

Desa dan Oknum BPN, dengan kasus 

posisi sebagai berikut :

-    Masyarakat Desa Gili Timur pada 

bulan April 2008 diminta 

mendaftarkan tanah mereka 

dengan cara massal swadaya 

(biaya sendiri)

-   Kepala Desa Gili Timur (yang 

masih menjabat hingga saat ini)  

pada saat itu bekerjasama secara 

pribadi dengan oknum BPN 

meminta biaya sertifikasi pada 

masyarakat dengan besaran 

bervariatif antara Rp. 750 Ribu 

sampai dengan Rp. 10 Juta.

-  Setelah ada desakan dari warga 

karena menunggu berbulan-bulan 

tidak selesai, maka Sertifikat 

dijanjikan diterbitkan pada Agus-

tus 2009 , tetapi ini juga tidak 

terealisasi.

-   Masyarakat Gili Timur pada 

September 2009 melaporkan 

Kepala Desanya dan BPN ke 

Polres Bangkalan dengan dugaan 

penipuan.

-   Bulan Oktober tahun 2010 turun 

putusan PN Bangkalan yang 

membebaskan Kepala Desa Gili 

Timur dan Oknum BPN dari 

segala dakwaan penipuan sertifi-

kasi tanah masyarakat Desa Gili 

Timur.

-   Masih ada 209 dari 234 bidang 

tanah masyarakat Desa Gili 

Timur yang didaftarkan melalui 

Kepala Desa mereka yang belum 

di ketahui nasib dan kelanjutanya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Gili 

Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya 

hukum apa yang bisa di tempuh 

terkait bebasnya Oknum BPN dan 

Kepala Desa mereka dari segala 

dakwaan penipuan sertifikasi 

tanah warga, sedangkan hingga 

saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di 

himpun dari masyarakat terkum-

pul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham 

bagaimanakah prosedur dan tata 

cara pendaftaran tanah yang 

sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan, sedangkan infor-

masi yang mereka dapatkan 

sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya 

posisi Masyarakat Desa Gili Timur 

dalam mempertahankan hak-hak 

mereka, maka berdasarkan hasil 

diskusi dengan koordinator ma- 

syarakat korban penipuan sertifikasi 

tanah dan beberapa warga ma- 

syarakat desa Gili Timur, masalah 

yang mereka hadapi saat ini adalah :

1.  Berkaitan dengan Upaya Hukum, 

masyarakat sama sekali tidak 

paham dengan:

-   Perbedaan perkara pidana dan 

perdata

-    Proses beracara di pengadilan

-   Prosedur Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali.

2. Berkaitan dengan Pendaftaran 

Tanah, masyarakat kurang paham 

dengan :

- Kegiatan Pendaftaran tanah 

(Pertama kali atau mainte-

nance/pemeliharaan data)

- Bentuk-bentuk pendaftaran 

tanah untuk pertama kali(siste-

matik/sporadic)

-   Data yuridis dan data fisik

-   Tata cara pengurusan ke Kantor 

Pertanahan (BPN)

-  Peraturan terkait pendaftaran 

tanah

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat 

dengan kegiatan Ipteks Bagi Ma- 

syarakat (IbM) ini dilakukan dengan 

“Metode Penyuluhan Hukum”, yang 

dilakukan dengan beberapa bentuk 

kegiatan penyuluhan hukum, yaitu 

pendidikan dan pelatihan kemahiran 

hukum, ceramah, diskusi dan pen- 

dampingan. Pendekatan dengan 

metode penyuluhan ini dimaksudkan 

sebagai salah satu kegiatan penye-

barluasan informasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum dan peratu- 

ran perundang-undangan  yang 

berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum 

masyarakat sehingga tercipta budaya 

hukum dalam bentuk tertib hukum 

Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan 

HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 

2006.

Sesuai dengan cara penyampaian 

penyuluhan hukum maka bentuk 

penyuluhan hukum ini diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

- Penyuluhan Hukum Langsung, 

dengan cara :

a. Ceramah ;

b. Diskusi;

c. Konsultasi Hukum ;

d. Pendidikan Hukum ;

e. Pendampingan/Advoka 

 si/Bantuan Hukum.

- Penyuluhan Hukum Tidak 

Langsung, dengan cara :

a. Pemasangan spanduk;

b. Pembagian Poster Alur tata  

 cara pendaftaran tanah

c. Pembagian Booklet tentang  

 proses dan  prosedur beracara  

 ke pengadilan

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagaian besar warga 

masyarakat desa Gili Timur kecewa 

akan putusan bebas bagi terdakwa 

oleh hakim PN Bangkalan yang 

menangani konflik mereka, selama 

ini beberapa warga yang di panggil 

sebagai saksi sama sekali tidak 

paham dengan segala proses yang 

mereka ikuti di Pengadilan ditam-

bahkan juga adanya upaya-upaya 

intimidasi dari pihak Kepala Desa, 

mereka hanya mengikuti prosedur 

dan arahan yang diminta pengadilan. 

Saat ini mereka menginginkan 

adanya pendampingan dan peningka-

tan bagi pengetahuan mereka terha-

dap hukum terutama ketika harus 

berhubungan dengan system 

peradilan formal. Selain itu warga 

yang uangnya sudah terlanjur masuk 

dan berkas pendaftaranya tidak 

terdaftar di kantor pertanahan meng-

inginkan hak-hak mereka dikemba-

likan tetapi mereka tidak tahu 

bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili 

Timur kurang sekali mendapatkan 

informasi terkait pendaftaran tanah 

sebagai satu-satunya cara untuk 

mendapatkan sertifikasi atas bidang 

tanah mereka. Mereka tidak paham 

bahwa pemerintah sebenarnya mem-

punyai program pendaftaran tanah 

yang tidak di pungut biaya yaitu 

dengan cara sistematik, karena 

kurang pahamnya terhadap kegiatan 

pendaftaran tanah sampai dengan 

proses dan tata caranya menyebab-

kan mereka menjadi percaya terha-

dap oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya 

kegiatan penyuluhan ini untuk mem-

bantu lemahnya posisi warga konflik 

sertifikasi juga sebagai bentuk tang-

gung jawab social institusi pendi-

dikan tinggi untuk berperan 

memecahkan permasalahan-perma- 

salahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilaku-

kan dalam kegiatan ini diikuti oleh 

warga masyarakat berasal dari 

Dusun Sumber dan Dusun Kretek 

Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan, terutama 

masyarakat yang terlibat langsung 

dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegia-

tan penyuluhan ini juga melibatkan 

praktisi yang berkaitan langsung 

dengan program pengabdian ini, 

antara lain :

a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran 

Hukum (Proses Beracara)

     Lembaga : Kepolisian, Kejak-

saan, Pengadilan, Bantuan Hu- 

kum

  Kompetensi: Pelaksana Sistem 

Peradilan Formal

b.  Praktisi Pendaftaran Tanah

     Lembaga : Badan Pertanahan     

Nasional/ Kantor Pertanahan    Ka    

bupaten

     Kompetensi:  Otoritas Pendaftaran 

Tanah.

Materi dan pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan ini adalah sebagai beri-

kut :

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang 

berjumlah kurang lebih 2700 jiwa 

sebagian besar masih merupakan 

masyarakat tradisional yang bermata 

pencaharian sebagai petani, sebaga-

ian kecil yang lain bekerja sebagai 

pedagang, pegawai swasta dan pega-

wai negeri. Mata pencaharian 

sebagai petani yang mendominasi 

pada masyarakat Gili Timur tidak 

lain dipengaruhi oleh tingkat pendi-

dikan yang rata-rata hanya tamat 

sekolah dasar atau MI dan sebagian 

lulusan SMP atau MTS. Dengan 

keterbatasan tersebut akhirnya 

mereka hanya bisa mengandalkan 

lahan pertanian sebagai penopang 

ekonomi mereka, walaupun ada juga 

yang hanya sebagai buruh tani 

karena tidak mempunyai lahan 

sendiri(Monografi Desa Gili Timur 

2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat 

tinggal merupakan harta yang paling 

berharga bagi masyarakat Desa Gili 

Timur, maka ketika Kepala Desa 

mereka menginisiasi untuk dilaku-

kan pendaftaran tanah secara kolektif 

atau dikenal dengan sertifikasi 

massal swadaya, masyarakat terge- 

rak untuk mendaftarkan tanah 

mereka. Permasalahan muncul 

ketika setelah di tunggu berbulan-bu-

lan pengurusan sertifikat itu tidak 

kunjung selesai. Akhirnya terjadilah 

konflik yang melibatkan masyarakat 

Desa Gili Timur melawan Kepala 

Desa dan Oknum BPN, dengan kasus 

posisi sebagai berikut :

-    Masyarakat Desa Gili Timur pada 

bulan April 2008 diminta 

mendaftarkan tanah mereka 

dengan cara massal swadaya 

(biaya sendiri)

-   Kepala Desa Gili Timur (yang 

masih menjabat hingga saat ini)  

pada saat itu bekerjasama secara 

pribadi dengan oknum BPN 

meminta biaya sertifikasi pada 

masyarakat dengan besaran 

bervariatif antara Rp. 750 Ribu 

sampai dengan Rp. 10 Juta.

-  Setelah ada desakan dari warga 

karena menunggu berbulan-bulan 

tidak selesai, maka Sertifikat 

dijanjikan diterbitkan pada Agus-

tus 2009 , tetapi ini juga tidak 

terealisasi.

-   Masyarakat Gili Timur pada 

September 2009 melaporkan 

Kepala Desanya dan BPN ke 

Polres Bangkalan dengan dugaan 

penipuan.

-   Bulan Oktober tahun 2010 turun 

putusan PN Bangkalan yang 

membebaskan Kepala Desa Gili 

Timur dan Oknum BPN dari 

segala dakwaan penipuan sertifi-

kasi tanah masyarakat Desa Gili 

Timur.

-   Masih ada 209 dari 234 bidang 

tanah masyarakat Desa Gili 

Timur yang didaftarkan melalui 

Kepala Desa mereka yang belum 

di ketahui nasib dan kelanjutanya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Gili 

Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya 

hukum apa yang bisa di tempuh 

terkait bebasnya Oknum BPN dan 

Kepala Desa mereka dari segala 

dakwaan penipuan sertifikasi 

tanah warga, sedangkan hingga 

saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di 

himpun dari masyarakat terkum-

pul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham 

bagaimanakah prosedur dan tata 

cara pendaftaran tanah yang 

sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan, sedangkan infor-

masi yang mereka dapatkan 

sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya 

posisi Masyarakat Desa Gili Timur 

dalam mempertahankan hak-hak 

mereka, maka berdasarkan hasil 

diskusi dengan koordinator ma- 

syarakat korban penipuan sertifikasi 

tanah dan beberapa warga ma- 

syarakat desa Gili Timur, masalah 

yang mereka hadapi saat ini adalah :

1.  Berkaitan dengan Upaya Hukum, 

masyarakat sama sekali tidak 

paham dengan:

-   Perbedaan perkara pidana dan 

perdata

-    Proses beracara di pengadilan

-   Prosedur Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali.

2. Berkaitan dengan Pendaftaran 

Tanah, masyarakat kurang paham 

dengan :

- Kegiatan Pendaftaran tanah 

(Pertama kali atau mainte-

nance/pemeliharaan data)

- Bentuk-bentuk pendaftaran 

tanah untuk pertama kali(siste-

matik/sporadic)

-   Data yuridis dan data fisik

-   Tata cara pengurusan ke Kantor 

Pertanahan (BPN)

-  Peraturan terkait pendaftaran 

tanah

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat 

dengan kegiatan Ipteks Bagi Ma- 

syarakat (IbM) ini dilakukan dengan 

“Metode Penyuluhan Hukum”, yang 

dilakukan dengan beberapa bentuk 

kegiatan penyuluhan hukum, yaitu 

pendidikan dan pelatihan kemahiran 

hukum, ceramah, diskusi dan pen- 

dampingan. Pendekatan dengan 

metode penyuluhan ini dimaksudkan 

sebagai salah satu kegiatan penye-

barluasan informasi dan pemahaman 

terhadap norma hukum dan peratu- 

ran perundang-undangan  yang 

berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum 

masyarakat sehingga tercipta budaya 

hukum dalam bentuk tertib hukum 

Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan 

HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 

2006.

Sesuai dengan cara penyampaian 

penyuluhan hukum maka bentuk 

penyuluhan hukum ini diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

- Penyuluhan Hukum Langsung, 

dengan cara :

a. Ceramah ;

b. Diskusi;

c. Konsultasi Hukum ;

d. Pendidikan Hukum ;

e. Pendampingan/Advoka 

 si/Bantuan Hukum.

- Penyuluhan Hukum Tidak 

Langsung, dengan cara :

a. Pemasangan spanduk;

b. Pembagian Poster Alur tata  

 cara pendaftaran tanah

c. Pembagian Booklet tentang  

 proses dan  prosedur beracara  

 ke pengadilan

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagaian besar warga 

masyarakat desa Gili Timur kecewa 

akan putusan bebas bagi terdakwa 

oleh hakim PN Bangkalan yang 

menangani konflik mereka, selama 

ini beberapa warga yang di panggil 

sebagai saksi sama sekali tidak 

paham dengan segala proses yang 

mereka ikuti di Pengadilan ditam-

bahkan juga adanya upaya-upaya 

intimidasi dari pihak Kepala Desa, 

mereka hanya mengikuti prosedur 

dan arahan yang diminta pengadilan. 

Saat ini mereka menginginkan 

adanya pendampingan dan peningka-

tan bagi pengetahuan mereka terha-

dap hukum terutama ketika harus 

berhubungan dengan system 

peradilan formal. Selain itu warga 

yang uangnya sudah terlanjur masuk 

dan berkas pendaftaranya tidak 

terdaftar di kantor pertanahan meng-

inginkan hak-hak mereka dikemba-

likan tetapi mereka tidak tahu 

bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili 

Timur kurang sekali mendapatkan 

informasi terkait pendaftaran tanah 

sebagai satu-satunya cara untuk 

mendapatkan sertifikasi atas bidang 

tanah mereka. Mereka tidak paham 

bahwa pemerintah sebenarnya mem-

punyai program pendaftaran tanah 

yang tidak di pungut biaya yaitu 

dengan cara sistematik, karena 

kurang pahamnya terhadap kegiatan 

pendaftaran tanah sampai dengan 

proses dan tata caranya menyebab-

kan mereka menjadi percaya terha-

dap oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya 

kegiatan penyuluhan ini untuk mem-

bantu lemahnya posisi warga konflik 

sertifikasi juga sebagai bentuk tang-

gung jawab social institusi pendi-

dikan tinggi untuk berperan 

memecahkan permasalahan-perma- 

salahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilaku-

kan dalam kegiatan ini diikuti oleh 

warga masyarakat berasal dari 

Dusun Sumber dan Dusun Kretek 

Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, 

Kabupaten Bangkalan, terutama 

masyarakat yang terlibat langsung 

dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegia-

tan penyuluhan ini juga melibatkan 

praktisi yang berkaitan langsung 

dengan program pengabdian ini, 

antara lain :

a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran 

Hukum (Proses Beracara)

     Lembaga : Kepolisian, Kejak-

saan, Pengadilan, Bantuan Hu- 

kum

  Kompetensi: Pelaksana Sistem 

Peradilan Formal

b.  Praktisi Pendaftaran Tanah

     Lembaga : Badan Pertanahan     

Nasional/ Kantor Pertanahan    Ka    

bupaten

     Kompetensi:  Otoritas Pendaftaran 

Tanah.

Materi dan pemateri dalam kegiatan 

penyuluhan ini adalah sebagai beri-

kut :

Tabel. 1.  Materi dan Pemateri Penyuluhan 

NO MATERI PEMATERI 

1 Prosedur dan Proses Beracara di 
pengadilan 

Amrullah, SH., MH./Hakim 
Pengadilan Negeri Bangkalan 

2 Bantuan Hukum S.Abdullah, SH., MH/Advocat 

3 Prosedur Pelaporan di Kepolisian AKP Hartanta/Kabag Hukum 
Polres Bangkalan 

4 Prosedur dan Proses Pendaftaran 
Tanah 

Yuni (Ka.Sie Pendaftaran) dan 
staff/Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bangkalan 

5 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Hadi Riyanto, SH., MH./ 
Kejaksaan Negeri Bangkalan 

6 Pentingnya Pendaftaran Tanah & 
Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali 

Rina Yulianti, SH., MH./Tim 
Pelaksana Program 

7 Perbedaan Perkara pidana dan Perkara 
Perdata 

Rhido Jusmadi, SH., MH./Tim 
Pelaksana Program 

 

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Abstract

Awarness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the know- 
ledge to carry out the process of registering land rights remains low. When 
the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers 
moved to register their land, however, after waiting months in the mainte-
nance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with 
village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal reme-
dies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so 
need legal counseling. both is given  by direct and indirect legal conseling . 
The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimula- 
ted in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guide-
book legal aid contain of knowledge of process and procedures for the regis-
tration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, 
the ability of victims of certification requires that the prosecuation against the 
accused immediately based on decision of cassation to execute the Head 
Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered 
problems can be solved by mediator and ground handling facilities through 
Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur 
sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas 
tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan 
pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat 
tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu 
berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- 
dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan 
Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat  terhadap upaya 
hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa 
dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan 
kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara 
langsung dan tidak langsung.  Bentuk secara langsung  adalah pendidikan dan 
pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak 
langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran 
tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan 
hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, 
indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut 

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala 
desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo-
nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita 
sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah 
melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.
Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.

 

Daftar Rujukan
Ali  Achmad Chomzah, 2002, 

Hukum Pertanahan; Pemberian 
Hak Atas. Tanah Negara,      Serti-
fikat dan Permasalahannya, 
Jakarta : Prestasi Pustaka.

Aruan Sakidjo  dan Bambang Poer-
nomo,  1990, Hukum Pidana, 
Dasar Aturan Umum Hukum 
Pidana Kodifikasi, Jakarta : 
Ghalia Indonesia.

B.F. Sihombing, 2005, Evolusi Kebi-
jakan Pertanahan dalam Hukum 
Tanah. Indonesia .Cet.2., Jakarta : 
PT Toko Gunung Agung.Tbk.

Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, 
Alternative Dispute Resolution in 
a Nutshell, West, St. Paul MN.

Joni Emirzon, 2001, Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan, Jakarta : PT. Grame-
dia Pustaka Utama.

Priyatna Abdurrasyid, 2001, Arbi-

trase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Jakarta : PT. Fikahati 
Anek.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria 
Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
No. M.01-PR.08010 Tahun 2006

Peraturan Menteri Agraria dan Perta-

nian Nomor 2 Tahun 1962 tentang 
Penegasan Konversi dan Pendaf- 
taran Bekas Hak-Hak Indonesia 
Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 tentang Peraturan 
PPAT

267 Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 2, Desember 2013



Penyuluhan hukum yang dilaku-

kan untuk mendapatkan luaran, 

antara lain :

1.  Meningkatnya kecakapan hukum 

masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat.

3.  Meningkatnya pengetahuan ma- 

syarakat tentang proses, prosedur, 

tata cara dan pengaturan hukum 

tentang pendaftaran tanah sehing-

ga masyarakat mampu untuk 

melakukan kegiatan Pendaftaran 

tanah/sertifikasi secara mandiri.

4. Terbentuk kelompok masyarakat 

(Paralegal) yang mampu untuk 

melakukan upaya-upaya hukum 

guna membangun kemandirian 

dan mempertahankan haknya 

baik dalam system peradilan 

formal maupun informal.

5. Terlaksananya pilot project 

ter”sertifikasi”nya hak atas tanah 

yang dilakukan sendiri oleh 

warga Desa Gili Timur terpilih 

(peserta IbM) atas biaya Tim 

pengusul IbM sebagai wujud 

kemandirian mereka dalam me- 

ngurus pendaftaran hak atas 

tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strate-

gis pada kegiatan penyuluhan hukum 

ini maka mitra bisa berpartisipasi 

aktif sebagai peserta, karena partisi-

pasi aktif ini akan berimbas pada 

indikator keberhasilan kegiatan IbM. 

Keberhasilan ini bisa dilihat dari 

berapa persen perubahan yang terjadi 

di masyarakat setelah dilakukan 

evaluasi kegiatan IbM.  Bersama 

dengan Tim pengusul kegiatan, mitra 

dilibatkan untuk menentukan teknis 

pelaksanaan, mulai menentukan 

jadwal penyuluhan sampai memilih 

tempat/lokasi dilakukannya penyulu-

han. 

Lokasi kegiatan disepakati untuk 

dilaksanakan di Fakultas Hukum 

Universitas Trunojoyo, dengan 

memobilisasi peserta ke kampus. 

Langkah ini dilakukan mengingat 

Kepala Desa merupakan pihak yang 

berseteru dengan masyarakat yang 

telah menjadi korban sertifikasi 

masal swadaya, selain itu pertimba- 

ngan keamanan menjadi prioritas 

utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan 

ini tingkat kesadaran hukum ma- 

syarakat desa Gili Timur semakin 

meningkat. Dari sebelumnya yang 

buta hukum menjadi paham akan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah 

pidana dan mana perkara yang 

masuk pada ranah perdata. 

Pada dasarnya, proses penetapan 

bahwa perbuatan seseorang dapat 

dipidanakan adalah karena perbuatan 

itu tidak dikehendaki atau tidak disu-

kai oleh masyarakat. Salah satu 

ukurannya adalah bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan atau men-

datangkan korban (Aruan Sakidjo  

dan Bambang Poernomo1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah 

mempunyai banyak aspek hukum, 

seperti yang terjadi pada kasus warga 

desa Gili Timur ini terdapat dua 

aspek hukum. Yang pertama beras-

pek hukum pidana, hal ini tidak lain 

karena apa yang sudah dilakukan 

oleh Kepala Desa Gili Timur bersa-

ma-sama dengan oknum pegawai 

kantor pertanahan wilayah Kabupa- 

ten Bangkalan telah memenuhi unsur 

tindak pidana, yaitu penipuan dan 

penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita 

oleh warga Desa Gili Timur yang 

telah membayarkan sejumlah uang 

tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, 

maka terhadap perbuatan ini dapat di 

kategorikan perbuatan perdata. 

Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat 

mengajukan gugatan. Oleh karena 

perkara perdata dapat diselesaikan di 

luar pengadilan atau yang lazim dise-

but sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, maka pada kasus ini, pihak 

Kantor Pertanahan masih menawar-

kan opsi agar pelaku memenuhi 

kewajiban mengajukan lagi permo-

honan sertifikasi massal tersebut. 

Bahkan pihak  Kantor pertanahan 

Bangkalan telah mengupayakan 

sebagian bidang tanah diterbitkan 

sertifikat melalui program Prona, 

program pendaftaran untuk pertama 

kali tanpa biaya. Terbatasnya 

program Prona ini tidak menyele-

saikan banyaknya bidang tanah tersi-

sa yang belum disertifikasi. Fatalnya 

pihak desa dalam hal ini pelaku 

melaporkan bahwa seluruh bidang 

tanah sudah di masukkan berkasnya 

untuk didaftarkan, kenyataannya 

sampai pelaksanaan kegiatan penyu-

luhan ini hampir lebih dari 50% 

belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, di samping 

mengatur secara panjang lebar 

tentang arbitrase, memperlihatkan 

kepada kita bahwa sebenarnya 

undang-undang tersebut juga mene- 

kankan kepada penyelesaian sengke-

ta alternatif berbentuk mediasi, bah- 

kan, tidak menutup kemungkinan 

penyeiesaian sengketa melalui alter-

natif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 mengatur mengenai 

pilihan dalam penyelesaian sengketa 

melalui cara musyawarah para pihak 

yang bersengketa; di bawah titel 

"Alternatif Penyelesaian Sengketa", 

yang merupakan terjemahan dari 

Alternative Dispute Resolution.Jac-

queline M. Nolan-Haley, dalam 

bukunya yang berjudul Alternative 

Dispute Resolution, menjelaskan 

bahwa penyelesaian alternatif terdiri 

dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase 

(1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid 

menyimpulkan bentuk alternatif pe- 

nyelesaian adalah mediation, concili-

ation, disputes prevention, binding 

opinion, valuation ap-praisal, spe- 

cial matters, matters, ombudsmen, 

minitrial, private judges, summary 

jury trial, quality arbitration atau 

arbitration( 2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesa-

ian Sengketa( APS) di sini adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyele-

saian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Dengan demikian, jelaslah yang 

dimaksud dengan APS dalam pers-

pektif Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 itu suatu pranata 

penyelesaian sengketa di luar penga-

dilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi 

di pengadilan(Joni Emirzon, 2001: 

8).Namun, saat ini bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa  yang paling 

umum dilakukan adalah: Negosiasi., 

Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian 

sengketa di atas dilakukan di luar 

pengadilan. Masing-masing memili-

ki kelebihan dan kekurangannya, 

tergantung yang mana yang lebih 

disukai atau dianggap cocok oleh 

para pihak untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Keputusan untuk menggu-

nakan metode APS tergantung pada 

kebijaksanaan para pihak, hanya saja 

paling tidak memerlukan dua pertim-

bangan, yaitu bahwa prosedur APS 

lebih tepat guna daripada prosedur 

hukum biasa dan perlu ditentukan 

mana yang paling tepat untuk jenis 

sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif 

penyelesaian untuk perkara perdata 

di atas sebenarnya memungkinkan 

pihak terdakwa untuk membawa 

konflik sertifikasi tanah ini tidak 

berlarut-larut, bahkan pihak kantor 

pertanahan menawarkan kembali 

dengan program Prona, tetapi 

kenyataannya pihak Kepala Desa 

tidak lagi berkomunikasi dengan 

Kantor Pertanahan Bangkalan. 

Sedangkan tuntutan Masyarakat 

Desa Gili Timur untuk segera 

menyelesaikan persoalan ini semakin 

kencang. Terakhir kasasi dari Mah-

kamah Agung memberikan vonis 

selama 2 tahun hukuman pidana 

penjara kepada Kepala Desa dan 

Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum 

warga Desa Gili Timur di buktikan 

dengan kuatnya desakan mereka 

kepada pihak Kejaksaan untuk 

segera mengeksekusi terdakwa. Pada 

bulan September 2012 oknum dari 

Kantor Pertanahan berhasil di 

eksekusi, kemudian menyusul 

Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Un-

dang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, maka dualisme hak-hak atas 

tanah dihapuskan, dalam memori 

penjelasan dari UUPA dinyatakan 

bahwa untuk pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 

UUPA, yang ditujukan kepada 

Pemerintah agar melaksanakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia yangbertujuan untuk men-

jamin kepastian hukum yang bersifat 

rechtkadaster, untuk menuju kearah 

pemberian kepastian hak atas tanah 

telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA 

( Ali  Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas 

ditujukan kepada pemerintah, sebali-

knya pendaftaran yang dimaksud 

Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 

UUPA ditujukan kepada para peme-

gang hak, agar menjadikan kepastian 

hukum bagi mereka dalam arti untuk 

kepentingan hukum bagi mereka 

sendiri. 

Dari ketentuan pasal-pasal di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa pen- 

daftaran yang dilakukan oleh peme-

gang hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat serta 

untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak 

tersebut.

Usaha yang menuju kearah 

kepastian hukum atas tanah tercan-

tum dalam ketentuan-ketentuan dari 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, dalam pasal 19 

UUPA disebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas 

tanah,UUPA mengharuskan Pemer-

intah untuk mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat 'Rechtkadas-

ter" artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan diseleng-

garakannya pendaftaran tanah, maka 

pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui 

status hukum daripada tanah tertentu 

yang dihadapinya, letak, luas dan 

batas-batasnya, siapa yang empunya 

dan beban-beban apa yang melekat 

di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan 

tujuan pendaftaran ialah untuk 

kepastian hak seseorang, disamping 

untuk pengelakan suatu sengketa 

perbatasan dan juga untuk penetapan 

suatu perpajakan (B.F. Sihom- 

bing,2005: 18):

a.  Kepastian hak seseorang Maksud-

nya dengan suatu pendaftaran, 

maka hak seseorang itu menjadi 

jelas misalnya apakah hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangu-

nan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa 

perbatasan

Apabila sebidang tanah yang 

dipunyai oleh seseorang sudah 

didaftar, maka dapat dihindari terja- 

dinya sengketa tentang perbatasan- 

nya, karena dengan didaftarnya 

tanah tersebut, maka telah diketahui 

berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini, sebe-

narnya menjadi indikator bahwa 

sebenarnya masyarakat Desa Gili 

Timur mempunyai kesadaran yang 

sangat tinggi terhadap pentingnya 

melakukan sertifikasi tanah atau saat 

ini lebih di kenal dengan istilah 

legalisasi aset. Hanya saja ma- 

syarakat tidak memahami bagaimana 

proses dan prosedur dalam melaku-

kan legalisasi aset. Hal ini menye-

babkan oknum yang tidak bertang- 

gung jawab memanfaatkan kelema- 

han mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih 

untuk melaksanakan pilot project 

sebagai luaran dari program ini 

adalah Bapak Masduki, selain 

sebagai koordinator korban sekaligus 

paralegal, keaktifan dan keseriusan 

dalam pelaksanaan kegiatan menjadi 

pertimbangan tim untuk di danai. 

Jangka panjangnya diharapkan bisa 

memberikan pendampingan juga 

sumber informasi di desanya dalam 

urusan pendaftaran tanah atau sertifi-

kasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya 

program kegiatan ini proses penserti-

fikatan yang dilakukan secara 

mandiri oleh Bapak Masduki telah 

memasuki tahap terakhir yaitu proses 

penerbitan oleh Kantor Pertanahan 

Bangkalan, selama tiga bulan sejak 

proses pendaftaran baru diselesaikan 

dua tahapan yaitu tahap pengukuran 

dan penerbitan peta bidang. Serti-

fikat tanah tersebut paling cepat akan 

selesai pada bulan ke 6 setelah proses 

pendaftaran, kendala yang muncul 

adalah sulitnya pengurusan adminis-

trasi pertanahan di desa selain 

kurang tertibnya pembukuan sejarah 

pertanahan desa, Kepala Desa yang 

sedianya menjadi pihak yang mener-

bitkan surat keterangan desa tidak 

bisa ditemui, hal ini tidak lain dise-

babkan Kades Gili Timur menjadi 

Buron pihak kejaksaan dalam kasus 

tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 

Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegia-

tan ini, bagi mitra selain meningkatn-

ya kesadaran di bidang hukum, 

kesempatan berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang mereka 

hadapi telah memediasi pemecahan 

bagi masalah mitra. Sedangkan bagi 

institusi penyelenggara terwujud 

sinergi antara pendidikan tinggi dan 

kebutuhan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan yang 

mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari 

pelaksanaan penyuluhan hukum ini 

adalah :

a.  Sebagai langkah pencegahan (pre-

ventif) terhadap hal-hal yang 

negative yang mengakibatkan 

kerugian bagi masyarakat

b.  Sebagai langkah korektif terhadap 

hal-hal yang telah ada, sehingga 

apabila terdapat suatu hal yang 

melanggar hukum dapat mengu-

rangi dampak ataupun menghi- 

langkan hal tersebut

c. Sebagai langkah pemeliharaan 

(preservative) untuk menumbuh-

kan semangat supaya berpartisi-

pasi dalam pembangunan hukum 

sesuai dengan kemampuan dan 

kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan 

(developmental) dengan membe- 

rikan dorongan dan masukan 

terhadap suatu hal agar ma- 

syarakat dapat lebih mandiri dan 

tidak tergantung ataupun me- 

ngandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan 

hukum warga Desa Gili Timur sebe-

lum dilakukan program kegiatan 

penyuluhan tergolong masih rendah, 

hal ini dibuktikan dengan kurang 

pahamnya mereka dalam membeda-

kan perkara perdata dan pidana. 

Setelah dilakukan program penyulu-

han hukum ini, tingkat kesadaran 

terhadap hukum warga Desa Gili 

Timur semakin meningkat, indikator 

ini terlihat dari desakan warga 

korban sertifikasi agar pihak kejak-

saan segera melakukan eksekusi 

terhadap terdakwa berdasarkan putu-

san kasasi yang memvonis 2 (dua) 

tahun pidana penjara.Adapun perma-

salahan kerugian yang diderita 

sementara diselesaikan dengan medi-

ator dan fasilitas pengurusan tanah 

melalui prona oleh Kantor Pertanah-

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam 

konflik sertifikasi tanah ini membuk-

tikan bahwa warga Desa Gili Timur 

mempunyai kesadaran yang sangat 

tinggi terhadap pentingnya melaku-

kan legalisasi asetnya, hanya saja hal 

ini tidak diikuti dengan pemahaman 

proses dan prosedur pendaftaran 

tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 

oknum yang tidak bertanggung 

jawab.
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